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ABSTRACT : 

The purpose of this study is to examine foreign investment owned by individual 

companies. This study uses normative legal research methods. Legal and conceptual 

approaches are the approaches used in this research. The collection of legal materials in this 

journal uses library research. The legal material analysis method used in this journal refers to 

deductive, namely drawing conclusions from a problem that is general in nature to the concrete 

problems faced. Namely explaining things that are general to matters that are specific in order 

to draw conclusions that can provide answers to the problem of this research, namely 

regarding investment in the establishment of individual PT in UUPT and UU Cipta Kerja. The 

results of this study show that after the promulgation of the Job Creation Law which changed 

several provisions in the Company Law, one of them introduced a new form of legal entity, 

namely an Individual Company which is specifically for MSEs with the aim of forming it to 

facilitate the development of micro and small businesses by being able to form legal entity 

business entities. only with 1 (one) founder or shareholder. Investment is basically an activity 

for a fairly long period of time, so that when investors' investment interest declines, the role of 

the government in inviting investors to invest in Indonesia will be able to help attract investors' 

interest and the impact will be felt when the process of economic activity has been running and 

there has been an increase in economic value. 
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ABSTRAK : 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai investasi asing yang dimiliki oleh 

Perseroan Perseorangan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. 

Pendekatan Undang-Undang dan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini menggunakan studi kepustakaan. 

Metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam jurnal ini merujuk pada deduktif yaitu 

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan 

konkret yang dihadapi. Yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang 

bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk 

permasalahan penelitian  ini yaitu tentang investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam 
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UUPT dan UU Ciptal Kerja. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa Pasca 

diundangkannya UU Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU PT salah 

satunya memperkenalkan bentuk badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang 

dikhususkan bagi pelaku UMK dengan tujuan dibentuknya untuk memudahkan pengembangan 

usaha mikro kecil dengan dapat membentuk badan usaha berbadan hukum hanya dengan 1 

(satu) orang pendiri atau pemegang saham. Investasi pada dasarnya adalah kegiatan  untuk 

jangka waktu yang cukup panjang, sehingga ketika minat investasi para investor menurun, 

peranan pemerintah mengajak untuk berinvestasi di Indonesia akan dapat membantu menarik 

minat investor dan dampaknya akan dapat dirasakan ketika proses kegiatan ekonomi telah 

berjalan dan terjadi peningkatan nilai ekonomi. 

Kata kunci: investasi, perseroan perorangan, investor asing 

 

LATAR BELAKANG 

Sebelum berakhirnya tahun 2020 pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta kerja) yang selanjutnya 

disebut dengan UU Cipta kerja. Akan tetapi, pada kenyataannya Dalam Putusan MK Nomor 

91/PUU -XVIII/2020 yang dibacakan pada 25 November 2021, UU Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat 

terhadap Omnibus Law diberikan MK karena UU ini dianggap cacat secara formal dan cacat 

prosedur. Setelah dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat Pemerintah menetapkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja pada tanggal 30 Desember 2022, sebagai pengganti UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat”.1 

Undang-Undang Cipta kerja ini dikeluarkan sebagai upaya untuk memberikan 

sebuah  kepastian hukum dalam bidang investasi di Indonesia. Dengan kehadiran Undang-

Undang Cipta Kerja dalam bidang investasi ini adalah sebuah upaya untuk merombak pasal-

pasal dalam berbagai Undang-Undang dengan 1 (satu) Undang-Undang yaitu Undang-Undang 

Cipta Kerja. Tujuan dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah mempercepat konsolidasi 

aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan, dan menjadi rujukan bagi semua aturan 

untuk sektor yang berkaitan.2 

Perkembangan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia merupakan bentuk minat 

dan harapan dari investor terhadap pertumbuhan serta pengembangan Indonesia di masa depan. 

Pandangan positif para investor tersebut terhadap Indonesia diwujudkan dengan berinvestasi 
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pada sektor - sektor yang dianggap produktif dan hal ini tentunya akan meningkatkan putaran 

kegiatan ekonomi keseluruhan. 3 

Investasi asing di Indonesia dapat dilakukan dalam investasi portofolio dan investasi 

langsung atau foreign direct investment (FDI atau PMA). Peningkatan investasi dalam bentuk 

PMA memiliki efek yang lebih baik dibandingkan investasi dalam bentuk portofolio. Untuk 

dapat meningkatkan investasi di Indonesia, memerlukan usaha yang keras melalui penciptaan 

iklim investasi yang kondusif. Di Indonesia masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana 

menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penagakan hukum (law enforcement), 

keamanan dan stabilitas sosial dan politik serta peningkatan infrastruktur.4 

Salah satu permasalahan yang timbul di dalam masyarakat adalah mengenai Perseroan 

Terbatas. UU Cipta Kerja tersebut telah merubah dan menambah pasal yang terdapat di dalam 

pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)  dimana 

dalam pasal 153 UU Cipta Kerja telah dirubah dengan disisipkan 10 pasal tambahan yang 

terdiri dari pasal 153A, pasal 152B, pasal 153C, pasal 153D, pasal 153E, pasal 153F, pasal 

153G, pasal 153H, pasal 153I, dan pasal 153J.5 

Melalui Pasal 153 UU Cipta Kerja telah melahirkan PT jenis baru berupa perseroan 

yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan 

Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 

Tahun 2021) disebut Perseroan Perorangan atau juga PT Perorangan. PT Peorangan yang diatur 

di dalam UU Cipta Kerja ini memiliki perbedaan dengan PT yang dikenal di dalam UUPT.  

Perbedaan tersebut terletak pada jumlah pendirinya. Dimana berdasarkan ketentuan 

Pasal 153A UU Cipta Kerja PT Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dengan surat 

pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Sedangkan jika ditinjau dari 

pengertian perseroan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT sangat berbeda dengan yang 

pengertian Perseroan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 153A ayat (1) UU Cipta Kerja. 

Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa sebuah perseroan harus didirikan minimal oleh 2 

(dua) orang atau lebih dengan menggunakan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. 

Berdasarkan perbedaan pendirian PT dalam UUPT dengan pendirian PT Perorangan 

dalam UU Cipta Kerja, yaitu Pendiri PT dalam UUPT adalah warna negara Indonesia, warga 

negara asing, badan hukum Indonesia dan badan hukum asing. Sedangkan pendiri PT 
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Perorangan dalam UU Cipta Kerja hanya warga negara Indonesia. Tujuan dimasukkannya 

pendirian PT Perorangan ini adalah untuk mendukung kemudahan berusaha. UUPT mengatur 

bahwa sebuah PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Namun, dengan 

diundangkannya UU Cipta Kerja telah membuka peluang bagi usaha kecil untuk tetap dapat 

mendirikan perusahaan dengan bentuk PT walaupun didirikan oleh satu orang pendiri. 6 

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pendirian PT perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja? 

2. Bagaimana akibat hukum pendirian PT perorangan bagi investor asing setelah 

berlakunya UU Cipta Kerja? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjelaskan pendirian PT perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum pendirian PT perorangan bagi investor asing setelah 

berlakunya UU Cipta Kerja.  

 

MANFAAT PENELITIAN 

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan manfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis, adalah: 

1. Dari segi teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai 

investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja. 

2. Dari segi praktis 

a. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat dijadikan rekomendasi berbagai instansi 

yang berwenang sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan serta 

memperbaiki kekurangan yang ada khususnya dalam investasi dalam pendirian 

PT Perorangan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja ; 
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b. Bagi para akademisi hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan dalam kajian ilmu hukum perdata khususnya mengenai investasi 

dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT dan UU Cipta Kerja; 

c. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

serta ilmu pengetahuan dalam investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam 

UUPT dan UU Cipta Kerja. 

 

METODE PENENELITIAN 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Jenis Penenelitian 

Terkait dengan judul dan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis 

penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif atau 

kata lainnya adalah penelitian hukum doktrinal, merupakan suatu proses untuk 

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi..7 Penelitian Hukum Normatif juga 

merupakan suatu penelitian kepustakaan. Sedangkan dalam penelitian ini akan diteliti 

terkait persoalan investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT, UU Cipta 

Kerja, PP No. 7 Tahun 2021, serta PP No. 8 Tahun 2021. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan/komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).8 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach)9. 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang didasari atas 

analisa pemikiran yang dilandasi dengan memahami hierarki, dan asas-asas dala, 
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perundang-undangan10. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih 

menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari 

aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan 

hukum untuk masalah yang dihadapi.11 

 

2.1.Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.12 Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang 

menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan ini digunakan, karena 

yang akan diteliti adalah investasi dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT 

dan UU Cipta Kerja, yang akan ditelaah secara undang-undang terkait investasi 

dalam pendirian PT Perorangan dalam UUPT, UU Cipta Kerja, PP No. 7 Tahun 

2021, serta PP No. 8 Tahun 2021. 

Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-

undangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap 

materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. 

2.2.Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (conceptual approach) 

merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran 

dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang 

dihadapi.13 Dengan pendekatan konsep ini, diharapkan dapat membuat 

argumentasi hukum guna menjawab materi muatan hukum yang menjadi titik tolak 

dalam penelitian ini. 
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3. Sumber Bahan Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian 

yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder14, dan bahan-

bahan hukum tersier. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum doktrinal. Oleh karena itu, untuk menjawab 

permasalahan yang menjadi fokus penelitian menggunakan jenis bahan hukum sebagai 

berikut: 

 

3.1.Bahan Hukum Primer 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Di mana dalam hal ini bahan 

hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan 

resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim15. Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum primer yang akan 

dipergunakan yaitu sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, 

Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan 

Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang 

Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. 

3.2.Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar 

atas putusan pengadilan16. 

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, 

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, dan putusan-

putusan hukum. 
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3.3.Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

hukum, ensiklopedia, media internet, majalah, maupun surat kabar. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, diawali dengan studi 

kepustakaan, yaitu inventarisasi semua bahan hukum yan terkait dengan pokok 

permasahan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier. 

Kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum tekait, selanjutnya bahan hukum tersebut 

disusun secara sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya. Bahan 

hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dikumpulkan dan 

dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai daengan karakter bahan hukum yang 

diperlukan terutama yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas. Untuk 

bahan hukum yang kurang relevan, untuk sementara disisihkan, dan akan 

dipergunakan apabila bahan hukum tersebut diperlukan. 

5. Analisis Bahan Hukum 

Alnallisal balhaln hukum yalng dilalkukaln dallalm penelitialn ini aldallalh alnallisis balhaln 

hukum deduktif ya litu menalrik kesimpulaln dalri sualtu permalsallalhaln yalng bersifalt 

umum terhaldalp permalsallalhaln konkret ya lng dihaldalpi. Yalitu menjelalskaln hall-hall ya lng 

bersifalt umum menuju hall-hall ya lng bersifalt khusus untuk menalrik kesimpulaln yalng 

dalpalt memberikaln jalwalbaln untuk permalsallalhaln penelitialn ini ya litu tentalng investalsi 

dallalm pendirialn PT Peroralngaln dallalm UUPT daln UU Ciptal Kerjal. 

Lalngkalh-lalngkalh selalnjutnyal yalng dipergunalkaln dallalm melalkukaln sualtu penelitialn 

hukum ini yalitu sebalgali berikut17: 

1. Mengidentifikalsikaln falktal hukum daln mengeliminalsi hall-hall yalng tidalk relevaln 

untuk menetalpkaln isu hukum yalng hendalk dipecalhkaln; 

2. Pengumpulaln balhaln-balhaln hukum daln sekiralnyal dipalndalng mempunyali relevalnsi 

jugal balhaln-balhaln non hukum; 

3. Melalkukaln telalalh altals isu hukum ya lng dialjukaln berdalsalrkaln balhaln-balhaln ya lng 

telalh dikumpulkaln; 

4. Menalrik kesimpulaln dallalm bentuk alrgumentalsi yalng menjalwalb isu hukum; daln 
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5. Memberikaln preskripsi berdalsalrkaln alrgumentalsi yalng telalh dibalngun didallalm 

kesimpulaln 

Lalngkalh-lalngkalh ini sesuali dengaln kalralkter ilmu hukum sebalgali ilmu yalng bersifalt 

preskriptif daln teralpaln. Sebalgali ilmu ya lng bersifalt preskriptif yalitu ilmu hukum 

mempelaljalri tujualn hukum, nilali-nilali kealdilaln, valliditals alturaln hukum, konsep-

konsep hukum, daln normal-normal hukum daln teralpaln18. Sebalgali ilmu teralpaln yalitu 

ilmu yalng meneralpkaln stalndalr prosedur, ketentualn-ketentualn, ralmbu-ralmbu dallalm 

melalksalnalkaln alturaln hukum.19 

 

HASIL DAN PEMBAlHAlSAlN 

A. PENDIRIAlN PT PERORAlNGAlN PAlSCAl DIUNDAlNGKAlNNYAl UNDAlNG-

UNDAlNG CIPTAl KERJAl  

PT Peroralngaln halnya l dalpalt didirikaln untuk kriterial usalhal mikro daln kecil sesuali 

dengaln PP No. 7 talhun 2021 tentalng Kemudalhaln, Pelindungaln, Daln Pemberdalyalaln 

Koperalsi Daln Usalhal Mikro, Kecil, Daln Menengalh. Kriterial usalhal mikro ditentukaln 

berdalsalrkaln modall usalhal malksimall Rp 1 milialr tidalk termalsuk talnalh daln balngunaln tempa lt 

usalhal altalu halsil penjuallaln talhunaln malksimall Rp 2 milialr. Sementalral usalhal kecil ditentukaln 

berdalsalrkaln kepemilikaln modall usalhal lebih dalri Rp 1 milialr salmpali dengaln Rp 5 milialr 

tidalk termalsuk talnalh daln balngunaln tempalt usalhal altalu memiliki halsil penjuallaln talhunaln 

lebih dalri Rp 2 milialr salmpali dengaln Rp 15 milialr20 

PT Peroralngaln aldallalh Baldaln Hukum peroralngaln ya lng memenuhi kriterial Usalha l 

Mikro daln Kecil sebalgalimalnal dialtur dallalm peralturaln perundalng-undalngaln mengenali 

Usalhal Mikro daln Kecil. Dengaln pengertialn PT Peroralngaln tersebut, malkal dalpalt diketalhui 

balhwal PT Peroralngaln memiliki unsur peroralngaln daln unsur usalhal mikro daln kecil. 

1) Unsur Penting PT Peroralngaln 

Dallalm pengertialn PT di UU Ciptal Kerjal, terdalpalt pengertialn PT Peroralnga ln 

dengaln unsur (1) peroralngaln daln (2) kriterial UMKM. 

a. Unsur Peroralngaln 

Peroralngaln beralrti saltu oralng. Pengertialn ini jugal halnyal berlalku balgi 

Walrgal Negalral Indonesial (WNI) saljal. Oralng alsing tidalk boleh mendirikaln PT 
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Peroralngaln. Pendiri PT Peroralngaln halnyal saltu oralng daln dengaln aldalnya l 

pemisalhaln alntalral kekalyalaln pribaldi dengaln perusalhalaln. Perseroaln Peroralngaln 

mempunyali kalralkteristik tidalk aldal ketentualn modall dalsalr minimall, cukup mengisi 

pernyaltalaln pendirialn. Pendirialn PT Peroralngaln tidalk memerlukaln alktal notalris, 

cukup saltu oralng pendiri altalu halnyal memiliki saltu pemegalng salhalm, daln tidalk 

perlu aldal komisalris di dallalmnyal. 

b. Unsur UMKM 

UMKM beralrti usalhal mikro daln kecil. Kriterial usalhal mikro beralrti 

memiliki modall di balwalh Rp 1.000.000.000 (saltu milialr Rupialh). Kriterial usalha l 

kecil beralrti memiliki modall dialtals Rp 1.000.000.000 (saltu milialr Rupialh) salmpali 

dengaln Rp 5.000.000.000,00 (limal milialr Rupialh). Dengaln demikialn dalpalt 

dijalbalrkaln balhwal PT Peroralngaln aldallalh PT ya lng didirikaln oleh 1 (saltu) oralng 

dengaln modall di balwalh Rp 5.000.000.000,00 (limal milialr Rupialh). Meski 

pendirinya l halnyal 1 (saltu) oralng, alkaln tetalpi perlu ditegalskaln balhwal PT Peroralnga ln 

staltusnyal tetalp baldaln hukum salmal seperti PT ya lng selalmal ini kital kenall dengaln 

aldalnyal minimall 2 pendiri daln pemegalng salhalm (selalnjutnya l disebut PT bialsal).  

Staltus PT Peroralngaln sebalgali baldaln hukum ditegalskaln di Palsall 1 PP No.8 

Talhun 2021 yalng menyebutkaln Perseroaln Terbaltals, ya lng selalnjutnya l disebut 

Perseroaln aldallalh baldaln hukum yalng merupalkaln persekutualn modall, didirikaln 

berdalsalrkaln perjalnjialn, melalkukaln kegialtaln usalhal dengaln modall dalsalr yalng 

seluruhnya l terbalgi dallalm salhalm altalu baldaln hukum peroralngaln ya lng memenuhi 

kriterial usalhal mikro daln kecil sebalgalimalnal dialtur dallalm peralturaln perundalng-

undalngaln mengenali usalhal mikro daln kecil. 

PP No 8 talhun 2021 selalnjutnyal, menentukaln balhwal kriterial modall mikro 

aldallalh usalhal dengaln modall dibalwalh Rp 1.000.000.000,00 (saltu milialr Rupialh) daln 

usalhal kecil dengaln modall alntalral Rp 1.000.000.000,00 (saltu milialr Rupialh) salmpali 

dengaln Rp 5.000.000.000,00 (limal milialr Rupialh).21 

2) Prosedur daln Syalralt pendirialn PT Peroralngaln 

a. Persya lraltaln Pendirialn Perseroaln Peroralngaln; 

1. Perseroaln Terbaltals disebut sebalgali Persero aldallalh baldaln hukum yalng 

didirikaln sesuali dengaln kriterial usalhal mikro daln kecil. 
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2. Membualt Suralt pernyaltalaln Pendirialn sesuali dengaln Formalt ya lng aldal paldal 

lalmpiraln PP No. 8 talhun 2021 PP tentalng Modall UMK. 

3. Perseroaln peroralngaln didirikaln halnyal oleh 1 oralng. 

4. Perseroaln peroralngaln waljib memiliki Modall Dalsalr daln modall disetor. Salmal 

seperti Perseroaln Terbaltals ketentualn modall disetor ya litu minimall 25% dalri 

modall dalsalr yalng dibuktikaln dengaln bukti penyetoraln yalng salh. 

5. Perseroaln Peroralngaln didirikaln oleh WNI dengaln mengisi peryaltalaln pendirialn 

dallalm Balhalsal Indonesial. 

6. WNI sebalgalimalnal dimalksud halrus memenuhi sya lralt yalitu : halrus berusial 

palling rendalh 17 talhun daln calkalp secalral hukum. 

b. Proses Pendirialn PT Peroralngaln: 

1. Didirikaln oleh 1 oralng (termalsuk Pemegalng salhalm daln Direktur, tidalk alda l 

Komisalris); 

2. Memiliki kegialtaln usalhal mikro daln kecil; 

3. Pendiri membualt suralt pernyaltalaln pendirialn; 

4. Pendalftalraln secalral elektronik Perseroaln Peroralngaln melallui Menteri Hukum 

daln HAlM RI; 

5. Mengurus NPWP Perseroaln Peroralngaln; 

6. Mengurus NIB daln Izin usalhal Perseroaln Peroralngaln 

c. Syalralt Pendirialn Perseroaln Peroralngaln: 

1. KTP Pendiri 

2. NPWP Pendiri 

3. Allalmalt Perseroaln Peroralngaln (Jikal allalmalt di Jalkalrtal, malkal halrus memenuhi 

syalralt zonalsi sesuali dengaln Peralturaln Daleralh Provinsi Daleralh Khusus Ibukotal 

Jalkalrtal Nomor 1 Talhun 2014 Tentalng Rencalnal Detalil Taltal Rualng Daln 

Peralturaln Zonalsi 

4. Suralt Pernya ltalaln Pendirialn Perseroaln Peroralngaln, Suralt Pernyaltalaln Pendirialn 

perseroaln peroralngaln tersebut didalftalrkaln secalral elektronik kepaldal Menteri. 

Aldalpun formalt isialn pernya ltalaln pendirialn Perseroaln perseroalngaln aldallalh 

sebalgali berikut: 

a) Nalmal daln tempalt kedudukaln Perseroaln peroralngaln; 

b) Jalngkal walktu berdirinyal Perseroaln peroralngaln; 

c) Malksud daln tujualn sertal kegialtaln usalhal Perseroaln peroralngaln; 

d) Jumlalh modall dalsalr, modall ditempaltkaln, daln modall disetor; 
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e) Nilali nominall daln jumlalh salhalm; 

f) Allalmalt Perseroaln peroralngaln; daln 

g) Nalmal lengkalp, tempalt daln talnggall lalhir, pekerjalaln, tempalt tinggall, 

nomor induk kependudukaln, daln nomor pokok waljib paljalk dalri pendiri 

sekalligus direktur daln pemegalng salhalm Perseroaln peroralngaln. 

3) Pembubalraln Perseroaln Peroralngaln 

Pembubalraln Perseroaln peroralngaln ditetalpkaln dengaln keputusaln pemegalng 

salhalm Perseroaln peroralngaln yalng mempunya li kekualtaln hukum salmal dengaln ralpalt 

umum pemegalng salhalm yalng ditualngkaln dallalm Pernyaltalaln Pembubalraln da ln 

diberitalhukaln secalral elektronik kepaldal Menteri. 

Aldalpun formalt isialn pernyaltalaln pembubalraln Perseroaln perseroalngaln aldallalh 

sebalgali berikut: 

1. Nalmal, tempalt kedudukaln daln allalmalt lengkalp Perseroaln peroralngaln; 

2. Jalngkal walktu beralkhirnyal Perseroaln peroralngaln; 

3. Malksud daln tujualn sertal kegialtaln usalhal Perseroaln peroralngaln; 

4. Jumlalh modall dalsalr, modall ditempaltkaln, daln modall disetor; 

5. Nilali nominall daln jumlalh salhalm; 

6. Nalmal lengkalp, tempalt daln talnggall lalhir, pekerjalaln, tempalt tinggall, nomor induk 

kependudukaln, daln nomor pokok waljib paljalk dalri pendiri sekalligus direktur da ln 

pemegalng salhalm Perseroaln peroralngaln. 

Perseroaln peroralngaln dalpalt dibubalrkaln kalrenal hall-hall dibalwalh ini:22 

1. Berdalsalrkaln keputusaln Perseroaln peroralngaln kekualtaln hukum salmal pemegalng 

salhalm; 

2. Jalngkal walktu berdirinyal yalng ditetalpkaln dallalm Pernya ltalaln Pendirialn altalu 

perubalhalnnya l telalh beralkhir; 

3. Berdalsalrkaln penetalpaln pengaldilaln; 

4. Dengaln dicalbutnyal kepalilitaln berdalsalrkaln putusaln pengaldilaln nialgal yalng telalh 

mempunyali kekualtaln hukum tetalp, halrtal palilit Perseroaln peroralngaln tidalk cukup 

untuk membalya lr bialyal kepalilitaln; 

5. Halrtal palilit Perseroaln peroralngaln ya lng telalh dinyaltalkaln palilit beraldal dallalm 

kealdalaln insolvensi sebalgalimalnal dialtur dallalm unclalngundalng mengenali kepalilitaln 

daln penundalaln kewaljibaln pembalyalraln utalng; altalu 
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6. dicalbutnya l perizinaln berusalhal Perseroaln peroralngaln sehinggal mewaljibkaln 

Perseroaln peroralngaln rnelalkukaln likuidalsi dengaln mengisi Pernya ltala ln 

Pembubalraln. 

 

B. Alkibalt hukum pendirialn PT peroralnga ln balgi investor alsing setelalh berlalkunyal 

UU Ciptal Kerja l 

Dukungaln pemerintalh terhaldalp eksistensi Perseroaln Terbaltals algalr terwujud 

sistem penyelenggalralaln bisnis yalng lebih teraltur daln kondusif malkal disusunlalh sebualh 

peralturaln di bidalng hukum Perseroaln Terbaltals. Sallalh saltunyal dengaln melalkukaln 

perubalhaln beberalpal ketentualn dallalm UU PT melallui UU Ciptal Kerjal. Perubalhaln yalng 

dilalkukaln sallalh saltunyal dengaln memperkenallkaln konsep balru dallalm hukum 

perusalhalaln Indonesial ya litu kehaldiraln dallalm bentuk Perseroaln Peroralngaln balgi pelalku 

UMKM.  

Perseroaln Peroralngaln balgi pelalku UMKM di Indonesial salngalt penting, hall ini 

dikalrenalkaln halmpir seluruh pelalku usalhal UMKM merupalkaln bidalng usalhal ya lng dekalt 

dengaln kebutuhaln dalsalr malsyalralkalt sehalri-halri, sehinggal tidalk dalpalt dipungkiri balhwa l 

pelalku UMKM menjaldi pelalku ekonomi terbesalr di Indonesial. Selalmal ini pelalku 

UMKM memilih usalhal perseoralngaln malupun baldaln usalhal Perseroaln Komalnditer (CV) 

dallalm menjallalnkaln usalhalnya l. Pelalku UMKM tidalk memilih baldaln usalhal berbentuk 

baldaln hukum Perseroaln Terbaltals dengaln kalralkteristik alsosialsi modall daln talnggung 

jalwalb terbaltalsnyal. Nalmun, kendallal terbesalr dalri pelalku UMKM untuk mendirikaln 

baldaln hukum Perseroaln Terbaltals aldallalh falktor modall daln falktor mitral usalha l 

sebalgalimalnal persyalraltaln yalng dialtur dallalm UU PT daln peralturaln pelalksalnalnya l.23 

Balnyalknya l UMKM yalng tidalk berbentuk usalhal formall sebalgalimalnal 

berdalsalrkaln halsil studi yalng dilalkukaln oleh World Balnk menunjukkaln balhwal salmpali 

salalt ini jenis UMKM malsih berbaldaln usalhal informall altalu talnpal bentuk usalhal yalng 

jelals, jaluh lebih balnyalk ketimbalng UMKM berbaldaln usalhal formall dallalm bentuk 

Perseroaln Terbaltals (PT), Commalnditalire Vennootschalp (CV), daln Firmal.24” The World 

Balnk pun menilali balhwal “UMKM alkaln lebih stalbil dallalm menjallalnkaln usalhalnya l 

alpalbilal sudalh berbentuk formall, kalrenal alkaln mendalpaltkaln alkses pendalnalaln ya lng lebih 

balik, profit ya lng lebih balik, daln berdalmpalk paldal meningkaltnya l paljalk negalral." 25 
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Berdalsalrkaln pertimbalngaln tersebut kemudialn pemerintalh melalkukaln 

perubalhaln beberalpal ketentualn dallalm UU PT algalr malmpu mendorong perkembalngaln 

usalhal pelalku UMKM dengaln memberikaln kemudalhaln membentuk baldaln hukum 

Perseroaln Terbaltals. Hall tersebut tertualng dallalm Palsall 109 alngkal 1 UU Ciptal Kerja l 

ya lng mengubalh ketentualn Palsall 1 alngkal 1 UU PT tentalng Pengertialn PT, yalitu menjaldi 

“Perseroaln Terbaltals, yalng selalnjutnyal disebut Perseroaln, aldallalh baldaln hukum yalng 

merupalkaln persekutualn modall didirikaln berdalsalrkaln perjalnjialn, melalkukaln kegialta ln 

usalhal dengaln modall dalsalr ya lng seluruhnya l terbalgi dallalm salhalm altalu baldaln hukum 

peroralngaln yalng memenuhi kriterial Usalhal Mikro daln Kecil sebalgalimalnal dialtur dallalm 

peralturaln perundalng-undalngaln mengenali Usalhal Mikro daln Kecil”  

Salalt ini terdalpalt dual jenis Perseroaln, ya litu Perseroaln yalng didirikaln oleh dual 

oralng altalu lebih daln Perseroaln ya lng didirikaln oleh halnyal saltu oralng. Alkaln tetalpi, UU 

Ciptal Kerjal daln peralturaln pelalksalalnnya l tidalk memberikaln sualtu definisi tersendiri 

mengenali jenis perseroaln ya lng balru (Perseroaln Perseoralngaln). Sudalh semestinya l 

setelalh aldal pengalkualn altals perseroaln peroralngaln sehalrusnyal diuralikaln dengaln jelals 

definisinyal dengaln jelals untuk menghindalri kesallalhaln altalu perlualsaln penalfsiraln ya lng 

menyebalbkaln terjaldinyal ketidalkpalstialn hukum.  

Kemudalhaln yalng diberikaln balgi pelalku UMKM untuk mendirikaln Perseroaln 

Terbaltals yalitu untuk membentuk Perseroaln Terbaltals tidalk diwaljibkaln didirikaln oleh 

minimall 2 (dual) oralng, alrtinyal 1 (saltu) oralng saljal dalpalt mendirikaln Perseroaln 

Terbaltals.26 Hall ini tertualng dallalm Palsall 109 alngkal 2 omnibus lalw UU Ciptal Kerjal ya lng 

mengubalh ketentualn Palsall 7 alya lt (7) UU PT menjaldi: “(7) Ketentualn ya lng mewaljibkaln 

Perseroaln didirikaln oleh 2 (dual) oralng altalu lebih sebalgalimalnal dimalksud paldalalyalt (1),alyalt (5), 

sertal alya lt (6) tidalk berlalku balgi Persero yalng seluruh salhalmnya l dimiliki oleh negalral: 

Baldaln Usalhal Milik Daleralh, Baldaln Usalhal Milik Desal: Perseroaln yalng mengelolal bursa l 

efek, lembalgal kliring daln penjalminaln, lembalgal penyimpalnaln daln penyelesalialn, daln 

lembalgal lalin sesuali dengaln UndalngUndalng tentalng Palsalr Modall, altalu Perseroaln ya lng 

memenuhi kriterial untuk Usalhal Mikro daln Kecil.”  

Pendirialn Perseroaln Terbaltals oleh pendiri tunggall paldal dalsalrnya l 

mengalkibaltkaln tidalk terpenuhinya l 2 (dual) unsur dallalm prinsip umum Perseroaln 

terbaltals, ya litu unsur “persekutualn dallalm prinsip persekutualn modall daln unsur 
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'perjalnjialn dallalm prinsip didirikaln berdalsalrkaln perjalnjialn”.27 Gunal mendirikaln Persero 

aldallalh perjalnjialn yalng bersifalt mendirikaln persekutualn sebalgalimalnal ditentukaln dallalm 

Palsall 1618 KUHPerdaltal “persekutualn aldallalh perjalnjialn dengaln malnal dual oralng altalu 

lebih mengikaltkaln diri untuk memalsukkaln sesualtu dallalm persekutualn dengaln malksud 

untuk membalgi keuntungaln ya lng terjaldi kalrenalnyal.” 28 

Kelebihaln dalri pendirialn PT peroralngaln setelalh berlalkunya l UU Ciptal kerjal :29 

1. Memungkinkaln kepemilikaln salhalm 100%; 

2. Pemilik usalhal termalsuk balgialn dalri malnaljemen usalhal; 

3. Bialyal malnaljemen cenderung rendalh kalrenal pemilik sekalligus menjalbalt sebalgali 

modall terbaltals; 

Kekuralngaln dalri pendirialn PT peroralngaln setelalh berlalkunyal UU Ciptal kerjal : 

1. Pemilik usalhal memiliki talnggung jalwalb galndal; 

2. Halnyal diperuntukkaln balgi usalhal kecil daln mikro; 

3. Alpalbilal terjaldi malsallalh dallalm pengelolalaln halrus di halndle lalngsung oleh pemilik 

usalhal; 

4. Kuralng terjalminnya l kelalngsungaln usalhal. 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulaln 

Berdalsalrkaln penjelalsaln yalng di altals malkal dalpalt disimpulkaln balhwal : 

1. Palscal diundalngkalnnyal UU Ciptal Kerjal yalng mengubalh beberalpal ketentualn di 

dallalm UU PT sallalh saltunyal memperkenallkaln bentuk baldaln hukum balru yalitu 

Perseroaln Peroralngaln ya lng dikhususkaln balgi pelalku UMK dengaln tujualn 

dibentuknyal untuk memudalhkaln pengembalngaln usalhal mikro kecil dengaln dalpalt 

membentuk baldaln usalhal berbaldaln hukum halnya l dengaln 1 (saltu) oralng pendiri altalu 

pemegalng salhalm. 

2. Investalsi paldal dalsalrnyal aldallalh kegialtaln untuk jalngkal walktu ya lng cukup palnjalng, 

sehinggal ketikal minalt investalsi palral investor menurun, peralnaln pemerintalh 

mengaljalk untuk berinvestalsi di Indonesial alkaln dalpalt membalntu menalrik minalt 
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investor daln dalmpalknyal alkaln dalpalt diralsalkaln ketikal proses kegialtaln ekonomi telalh 

berjallaln daln terjaldi peningkaltaln nilali ekonomi. 

B. Salraln 

1. Dengaln diberlalkukalnnyal UU Ciptal Kerjal ini dihalralpkaln dalpalt menciptalkaln 

lalpalngaln kerjal yalng luals dengaln menggunalkaln SDM yalng aldal selalin itu juga l 

dihalralpkaln dalpalt meningkaltkaln investalsi di dallalm negeri.  

2. Perlu aldalnya l sinkronisalsi tehaldalp peralturaln ya lng terkalit dengaln investalsi kalrena l 

dengaln balnyalknya l peralturaln yalng mengaltur malkal membualt palral investor 

mengallalmi halmbaltaln dallalm memalhalmi ketentualn investalsi yalng digunalkaln. 
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